Batu Bara Kena PPN 10%, PLN Kena Imbasnyal!

Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat
Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko
mengatakan, besaran PPN batu bara ini yakni 10%. Dampaknya, PPN 10% tersebut menurutnya juga

menjadi tanggungan PLN sebagai salah satu pembeli batu bara domestik.

"Konsekuensi PPN sampai saat ini info dari PLN, PLN masih menanggung PPN. Jadi, mereka membeli
batu bara dengan harga nambah 10%," ungkap Sujatmiko saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Komisi VII DPR RI, Kamis (10/12/2020).

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, PLN tengah meminta persetujuan kepada Kementerian
Keuangan untuk mengatasi dampak dari kenaikan PPN 10% tersebut. "PLN sedang minta persetujuan

Kemenkeu atasi antisipasi konsekuensi PPN 10% yang ditanggung PLN," ujarnya.

Penjelasan Sujatmiko tersebut merespons dari pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Eddy menanyakan bagaimana kejelasan dari pembayaran
PPN akibat dijadikannya batu bara sebagai barang kena pajak, terlebih pengenaan PPN ini menurutnya

juga akan mempengaruhi penjualan batu bara di dalam negeri.

"Nah saat ini masih belum ada kejelasan apakah PPN akan dibayarkan oleh penambang atau PLN dalam

hal ini sebagai pembeli?" tanyanya kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada RDP tersebult.

Meski pemerintah bermaksud mengoptimalkan penerimaan negara, namun dirinya pun
mengingatkan spirit dari adanya UU Cipta Kerja itu untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi

investor.
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"Kembali lagi perlu saya tegaskan juga dalam hal ini memang di satu pihak selalu menghendaki adanya
optimalisasi penerimaan negara, tetapi bagaimanapun juga salah satu spirit dari Omnibus Law yang kita
kita lahirkan untuk menciptakan iklim investasi yang ramah terhadap investor, sehingga memang

peningkatan dari nilai ekonomi dari aspek investasi bisa kita rasakan," bebernya.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rl
per 11 November 2020 lalu yang diterima CNBC Indonesia, menyebutkan bahwa PPN batu bara ini
berlaku efektif saat UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 2 November

2020 dan tidak terdapat masa transisi dalam pelaksanaan UU tersebut.

Sumber berita
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201210160306-4-208172/batu-bara-kena-ppn-10-pIn-kena-
imbasnya, Kamis, 10 Desember 2020.

Catatan:

Batubara merupakan salah satu barang yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan Pasal 112
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam ketentuan Pasal 4A
Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah
barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak

termasuk hasil pertambangan batubara;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

PLN merupakan salah satu BUMN yang dipengaruhi oleh anggaran dari Negara, hal ini sebagaimana

dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor: 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. kapitalisasi cadangan

c. sumber lainnya
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3. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang
dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

4. Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa
penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham
Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan
modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya

dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah
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